
 
 
 
 
 

 
SALINAN 

PERATURAN  WALIKOTA  SURABAYA 
NOMOR 26 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  

NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG KONTRIBUSI SAMPAH 
DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa salah satu upaya dalam rangka mengurangi dampak 

sampah plastik, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan 
fasilitas bagi masyarakat yang memberikan kontribusi 
sampah plastik untuk menikmati layanan Bus Surabaya, 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam 
Penggunaan Layanan Bus Surabaya; 

 
b. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan bus surabaya 

selain bertujuan memberikan edukasi pengurangan sampah 
plastik kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan 
penggunaan bus Surabaya, penggunaan bus Surabaya juga 
dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya, oleh sebab 
itu maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 
2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan 
Bus Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
ditinjau kembali; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah 
dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 

 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);  

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5533); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5594); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 

 
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933); 

 
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle 
Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 804); 

 
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013  

tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana 
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga 
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia               
Tahun 2018 Nomor 157); 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Tahun 2016 Nomor 547); 

 
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status 
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 
Virus Corona di Indonesia.  

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 15); 

 

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 5); 
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22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 

 
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2018 Nomor 37); 

 
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 

tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan 
Bus Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 
Nomor 68). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 
2018 TENTANG KONTRIBUSI SAMPAH DALAM 
PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 67 
Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan 
Layanan Bus Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2018 Nomor 68) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 14 ditambahkan 3 (tiga) 

angka yakni angka 15, angka 16  dan angka 17, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  

 
1. Daerah adalah Kota Surabaya;  
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya; 
 
3. Walikota adalah Walikota Surabaya; 
 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Surabaya; 
 
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

 
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau Kota Surabaya; 
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7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya; 

 
8. Dinas Perhubungan selanjutnya disingkat Dishub 

adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya; 
 
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor 

umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan 
dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan 
orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 
angkutan; 

 
10. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan 

bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang; 

 
11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan 

selain pengemudi dan awak kendaraan; 
 
12. Sampah adalah sampah plastik berupa botol/gelas 

plastik yang digunakan sebagai kontribusi 
penggunaan layanan bus Surabaya; 

 
13. Kartu Setor Sampah adalah dokumen pengganti tiket 

untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya; 
 
14. Bus Surabaya adalah Bus milik Pemerintah Kota 

Surabaya yang digunakan sebagai transportasi umum 
di Daerah; 

 
15. Pegawai Kelurahan dan/atau Kecamatan adalah 

Pegawai Pemerintah Kota yang bertugas di Kelurahan 
dan/atau Kecamatan Kota Surabaya; 

 
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 
Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, 
Pendidikan Dasar di Kota Surabaya; 

 
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak 
Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar di 
Kota Surabaya. 

 
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 2A, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut : 
 

 

 

 
Pasal 2A 

 
(1) Penyerahan kontribusi sampah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi 
Guru, Tenaga Kependidikan, Pegawai Kelurahan dan 
Pegawai Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
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(2) Guru, Tenaga Kependidikan, Pegawai Kelurahan dan 
Pegawai Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah 
yang akan menggunakan layanan Bus Surabaya 
menunjukkan bukti identitas sebagai pegawai pada 
instansi masing-masing. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Mei 2020 

  
WALIKOTA SURABAYA 

 
ttd 

 
TRI RISMAHARINI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Mei 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
HENDRO GUNAWAN 

 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR  
 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 

              


